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Abstrak 
 
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan 
Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur, dikeluarkan 
dengan tujuan untuk menjamin bahwa kegiatan keagamaan yang berjalan di 
Jawa Timur dilakukan sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianut secara 
umum. Segala kegiatan dan ajaran agama yang tidak sesuai dengan pokok-pokok 
ajaran agama adalah ajaran sesat, dan karenanya harus dipastikan bahwa 
kegiatan demikian tidak boleh dilanjutkan. Peraturan ini juga mewajibkan setiap 
orang untuk melaporkan kepada Pemerintah kegiatan yang mengarah kepada 
ajaran sesat tersebut, dan menentukan sanksi bagi setiap orang yang 
menyebarluaskannya. Penelitian ini meliputi Pergub 55/2012 dalam persfektif 
HAM, khususnya hak kebebasan beragama/berkeyakinan dan pembentukan 
peraturan perundang-undangan di Indonesia.  
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I. PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang 
Pada tahun 2012, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan 
Gubernur, -selanjutnya disebut pergub- yang mengatur tentang pembinaan 
kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat. Peraturan dikeluarkan dengan 
tujuan untuk menjamin bahwa kegiatan keagamaan yang berjalan di Jawa Timur 
dilakukan sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianut secara umum. Dalam 
pasal-pasalnya disebutkan bahwa segala kegiatan dan ajaran agama yang tidak 
sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama adalah ajaran sesat, dan karenanya 
harus dipastikan bahwa kegiatan demikian tidak boleh dianjurkan. Pergub ini juga 
mewajibkan setiap orang untuk melaporkan kepada pemerintah kegiatan yang 
mengarah kepada ajaran sesat tersebut, dan menentukan sanksi bagi setiap orang 
yang menyebarluaskannya. Mandate untuk melakukan pembinaan dan 
pengawasan aliran sesat diberikan kepada dua lembaga agama, yaitu Kementrian 
Agama dan Majelis Ulama Indonesia.  
Kepentingan dikeluarkannya pergub ini, adalah untuk terjaminnya 
keberlangsungan pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Hal ini dipercaya dapat 
terjadi bila ketertiban dan keamanan masyarakat dapat diwujudkan. Adanya ke 
giatan keagamaan yang tidak dibina, termasuk ditengarainya apa yang disebut 
